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ABSTRACT

The illegal circulation of foreign currency (foreign exchange/forex) is a serious
form of economic crime that has a significant impact on a country's financial
stability and sovereignty. In Indonesia, this activity is strictly regulated by laws and
central bank regulations to prevent economic losses. The problem in this thesis is
how the legal regulation of foreign currency circulation as a form of economic
crime in Indonesia, what criminal sanctions are imposed on perpetrators of the
crime of illegal foreign currency circulation as a form of economic crime, and how
the crime of illegal foreign currency circulation as a form of economic crime is
viewed from an Islamic legal perspective. This research is normative research
using library research methods to examine secondary data. The type of data in this
research is secondary data. Primary and secondary legal materials are
systematically compiled and analyzed qualitatively. The legal provisions regarding
the circulation of foreign currency as a form of economic crime in Indonesia are
regulated within a legal framework that establishes the Rupiah as the sole legal
tender within the territory of the Republic of Indonesia. The use and circulation of
foreign currency in violation of statutory provisions, especially if carried out
without permission or through illegal channels, can he categorized as an economic
crime. Criminal sanctions against perpetrators of the crime of llegal circulation of
Soreign currency as a form of economic crime will be subject to severe criminal
sanctions, s regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Currency Law (Law
No. 7 of 2011). Sanctions can include imprisonment of up to 15 years and a fine of
up to IDR 50 billion, depending on the level of intent and the perpetrator's actions
(counterfeiting, distributing, or bringing into/out of Indonesian territory). The
crime of illegal circulation of foreign currency as a form of economic crime from
the perspective of Islamic law (figh muamalah and figh jinayah), the crime of iilegal
circulation of foreign currency (without official permission or in violation of state
regulations) is categorized as a haram act and is included in economic crimes
(arimalh igtishadiyah). This crime falls under the category of ta'sir crimes, crimes






KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN UANG ASING SECARA ILEGAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN EKONOMI
Ibnu Khawal Damanik
NPM : 245114139

Peredaran mata uang asing (valuta asing/valas) secara ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi serius yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan kedaulatan suatu negara. Di Indonesia, aktivitas ini diatur secara ketat oleh undang-undang dan peraturan bank sentral untuk mencegah kerugian ekonom. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi, bagaimana tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia  diatur dalam kerangka hukum yang menetapkan  Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Penggunaan dan peredaran uang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan, terutama jika dilakukan tanpa izin atau melalui saluran ilegal, dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi.  Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi akan dikenakan sanksi pidana berat, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Mata Uang (UU No. 7 Tahun 2011). Sanksi dapat berupa pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp50 miliar, tergantung pada tingkat kesengajaan dan perbuatan pelaku (memalsukan, mengedarkan, atau membawa masuk/keluar wilayah Indonesia). Tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam (fikih muamalah dan fikih jinayah), tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal (tanpa izin resmi atau melanggar aturan negara) dikategorikan sebagai  perbuatan haram dan termasuk dalam kejahatan ekonomi (jarimah iqtishadiyah). Kejahatan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah (Ulil Amri) untuk menentukan hukuman yang setimpal demi menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan.
.
Kata Kunci: Uang Asing, Ilegal, Kejahatan Ekonomi.
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peredaran uang asing secara ilegal di Indonesia mengacu pada penggunaan mata uang asing yang melanggar peraturan yang berlaku, terutama kewajiban penggunaan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri. Praktik ini dapat merusak stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara Peredaran uang asing secara ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang dapat merusak stabilitas moneter dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini seringkali terkait dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan. Peredaran uang asing secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi.

Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian.
 Bahkan, para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi  penyebabnya. Inipun dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya.

Kegiatan ekonomi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum. Selain memerlukan tenaga professional dan ketersedian modal dalam menjalankan aktivitas perekenomian, diperlukan pula pemahaman yang benar supaya kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak melanggar aturan dan berakhir dengan tindak pidana.

Tindak pidana ekonomi dipahami sebagai semua perbuatan pidana yang terkait dengan ekonomi baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Asas pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana sehingga ada aturan yang secara normatif mengaturnya. Secara hukum, aturan pidana ekonomi telah tercantum dalam KUHPidana Pasal 378 sampai 481 yang mengatur delik kecurangan. Dan secara materiil, tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dari KUH Pidana. Dilihat dari pelakunya, tindak pidana ekonomi tidak hanya dilakukan oleh indvidu, kelompok bahkan sindikat serta melihat dampak yang ditimbulkan berpengaruh signifikan terhadap laju perkem-bangan perekonomian masyarakat serta kerugian yang bagi Negara.

Hukum Pidana Islam diartikan sebagai hukum yang didasarkan kepada sumber wahyu yaitu Al-Quran dan al-Sunnah Nabi saw. Sumber hukum Islam tersebut kemudian dipahami dengan nalar hukum yang melahirkan Fikih. Sedangkan Fikih adalah produk ijtihad, dan ijtihad merupakan upaya istinbath hukum.

Hukum Pidana Islam dalam kajian fikih dikenal istilah fikih jinayah, yang kajiannya meliputi norma-norma syariah terkait tindak pidana kejahatan berikut sanksi pidananya. Dalam Fikih Jinayah perbuatan pidana digolongkan kepada bentuk yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan jarimah ta’zir. Menurut al-Mawardi, istilah jarimah (tindak pidana) dalam Fikih Jinayah dipahami semua perbuatan dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi atau had atau ta’zir.

Istilah jarimah (al-jarîmat) berasal dari kata jarama yajrimu jarm. Secara bahasa ia memiliki beberapa arti, di antaranya: memotong atau memutus (qatha‘a yaqtha‘u qath‘); melanggar atau menyalahi (al-ta‘addî), dosa (al-dzanb); berusaha (kasaba yaksibu kasb); dan pasti atau “mesti” (wajaba, haqqa). Arti memotong atau memutus seperti digunakan dalam hal memetik buah-buahan atau menebang pohon, sebagaimana terlihat dalam kalimat “Ia memetik buah kurma; Pohon itu tumbang (telah ditebang)”

Secara substantif dalam fikih jinayah, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum syara’ mencakup agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Hukum syara’ yang dimaksud tentu saja al-Quran dan Sunnah.6 Panda-ngan Fikih Jinayah, terhadap suatu perbuatan pidana baru dapat dipidana jika memenuhi tiga unsur yaitu unsur formil (al-rukn al-syar‘î), unsur materil (al-rukn al-mâdî) dan unsur moral (al-rukn al-adabî).

Menurut hukum Islam, peredaran uang asing secara ilegal (valuta asing) adalah haram karena melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengatur pertukaran mata uang (disebut al-sharf). Ilegalitas dalam transaksi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti melibatkan spekulasi (maisir), ketidakpastian (gharar), atau tidak memenuhi syarat serah terima yang tunai.

Dalam transaksi pertukaran mata uang asing yang berbeda jenis, seperti Dolar AS dan Rupiah, syarat mutlaknya adalah harus dilakukan secara tunai dan langsung di tempat akad berlangsung (taqabudh), tidak boleh ditunda.  Peredaran uang ilegal sering kali melibatkan transaksi yang pembayarannya ditangguhkan atau tidak langsung, sehingga melanggar syarat kontan dalam akad al-sharf. 

Praktik ilegal dalam peredaran uang asing sering kali bertujuan untuk mencari keuntungan besar dari fluktuasi nilai tukar tanpa adanya kebutuhan transaksi yang jelas. Unsur spekulasi atau untung-untungan ini disebut maisir dan dilarang dalam syariah. Beberapa instrumen ilegal, seperti transaksi option atau forward yang tidak memenuhi syarat, mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang tinggi, karena harga yang disepakati di awal berbeda dengan nilai saat penyerahan di masa depan. 

Menurut Fatwa DSN-MUI, transaksi valuta asing diperbolehkan jika ada kebutuhan yang mendesak, seperti untuk transaksi riil (impor/ekspor), berjaga-jaga (tabungan), atau kebutuhan lainnya yang sah. Jika peredaran uang asing dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan hanya untuk mencari keuntungan spekulatif, maka transaksi tersebut tidak memiliki dasar kebutuhan yang sah dalam syariah. 

Peredaran uang ilegal tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari praktik kejahatan yang lebih besar. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Sebagian besar peredaran uang asing secara ilegal melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Islam mengajarkan umatnya untuk taat pada pemimpin dan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, demi menjaga ketertiban umum. Melakukan transaksi ilegal secara terang-terangan berarti melanggar aturan ini

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Uang Asing Secara Ilegal Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi”.
Rumusan Masalah


Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia ?

Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi ?
Bagaimana tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam ?
Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia.

Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi.
Untuk mengetahui tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi.

Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah dan yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî’ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat. 

Terdapat istilah syarî’ah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syarî’at atau ditulis juga syarî’ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”.

Secara terminologis (istilah) syarî’ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’ al-Qhaththan, bahwa syarî’at berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam berikut: “Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi- Nya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i’tiqâd), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam.

Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, namun kemudian lebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususan makna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa sejatinya Agama hanya satu dan cakupannya lebih luas (universal), sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar satu umat dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (hablun min Allâh), dengan sesama manusia (hablun min an-nâs), dan juga alam semesta (hablun min al=‘âlam). Syariat sebagai norma hukum yang disyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Muhammad sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapat dalam as-Sunnah (qauliyyah, fi’liyyah, dan taqrîriyyah). 

Hadits Nabi juga menjelaskan bahwa “Umat Islam tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada al-Quran dan sunah Rasulullah”. Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.

Mahmud Syaltut mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.

Norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah ilm al-fiqh, yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ilmu hukum (fiqih) Islam.

Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah baligh (dewasa), Secara ringkas fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.

 Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum syara’ tersebutlah yang dinamai dengan fiqih; baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelas sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih dan tidak pula dikatakan sebagai Ilmu Fiqih.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan pokok antara syariah dengan fiqih:

Ketentuan syariat terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadits. Syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedang fiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum.

Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi sedang fiqih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. 4. Syariat hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia. Seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih fâqih  atau fuqahâ  yang berbeda, dikenal dengan sebutan madzhab  atau madzâhib 
Mata Uang Rupiah dan Uang Asing

Pengertian Uang Rupiah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)  mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

 Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Pada masa ini jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

 Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

 Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).

Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Dimana menimbulkan gangguan berupa tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang. Tidak satupun peradaban di dunia tidak mengenal uang. Jikapu ada maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti tidak berkembang.

Uang Asing
Uang asing, atau valuta asing (valas) adalah mata uang asing yang diakui dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Uang ini memiliki fungsi seperti uang biasa (alat tukar, pembayaran, pengukur kekayaan) dan nilainya akan berubah terhadap mata uang lain yang disebut kurs.

Uang asing adalah mata uang suatu negara yang diterima sebagai alat pembayaran di negara lain.Uang asing merupakan mekanisme transfer daya beli antar negara yang digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Valas adalah mekanisme di mana partisipan pasar mentransfer daya beli antarnegara untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan paparan risiko perubahan nilai tukar. 

Valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dollar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.

Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. 

Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah Dollar. Valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang ini lah yang sering kita sebut dengan istilah valuta asing. 

Seiring dengan adanya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas dan perekonomian antar negara menjadi semakin  saling terintegrasi dan terkait. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perekonomian negara itu sendiri, tetapi juga akan selalu terkait dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan Internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka didunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Inilah yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas.

Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing.

Fungsi valuta asing antara lain adalah :

Alat Tukar Internasional

Fungsi valuta asing yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Seperti yang diketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang.

Alat Pengendali Kurs

Fungsi valuta asing yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara sering kali mengalami pergolakan. Nah, dengan pengelolaan tingkat penggunaan sesuatu valuta asing asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah.

Alat Pembayaran Internasional

Valuta asing memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak. 

 Alat untuk Memperlancar Perdagangan Internasional

Dengan menggunakan valuta asing, setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang.

Tindak Pidana Ekonomi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.

Mengenai hubungan dialektika antara perkembangan teknologi dan ekonomi di satu sisi dengan perkembangan kejahatan ekonomi, Bakat Purwanto mengemukakan perkembangan IPTEK tersebut akan memacu pertumbuhan jenis-jenis kejahatan tertentu. Karena setiap perkembangan budaya manusia selalu diikuti dengan perkembangan kriminalitas, “crime is a shadow of civilization”. Hukum pidana harus mengikuti perkembangan kriminalitas itu, sehingga diharapkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat dijamin serta hukum tidak ketinggalan jaman. Bahkan hukum harus dapat mencegah dan mengatasi kejahatan-kejahatan yang bakal muncul”.

Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut evil conduct, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris adalah conduct, perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang di dalam Bahasa Inggris disebut act atau commission. Selain itu, perilaku dapat juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam bahasa Inggris disebut omission. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, perilaku yang berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan tersebut diwajibkan untuk dilakukan namun pada kenyataannya tidak dilakukan.

Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana, kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat (evil conduct) tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana. 

Meskipun suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari mayarakat. Secara yuridis, hukum perdata juga telah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bila perilaku jahat (kejahatan) tersebut merugikan orang lain.

Sementara itu, tindak pidana adalah perilaku (conduct) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi, oleh karena itu, pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam pustaka hukum bahasa Inggris digunakan istilah crime atau offence. Sesuai dengan pembagian perilaku menjadi commission dan omission, tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai criminal act atau criminal commission dan criminal omission. Kesimpulannya, istilah crime atau offence merupakan padanan dari istilah tindak pidana.

Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. 

Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian dalam skala besar.

Tindak pidana ekonomi apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Suatu negara yang mengkontraskan tertib hukum dengan etika sosial akan mengalami stagnasi karena hukum juga memerlukan landasan etika sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada norma-norma (moralitas).

Banyak larangan atau perintah hukum yang selintas tampak tidak membumi seringkali megungkapkan landasan etik setelah ditelaah lebih mendalam. Lebih lanjut Thomas Aquino mengatakan ketaatan terhadap suatu peraturan yang meragukan ternyata memiliki kandungan nilai moralitas menjaga kewibawaan tertib negara. Karena itu, kita harus tetap menghormatinya dalam hati nurani kita (proper vitandum scandalum vel turbationem) kecuali bila kita berkeyakinan untuk melakukan revolusi karena ternyata negara tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Meskipun demikian, kandungan etika di dalam hukum khususnya hukum pidana sebenarnya terbatas. Hukum pidana beranjak dari suatu “batas etik minimum”. Dengan kata lain, dalam etika/moral ihwalnya adalah tentang baik dan jahat, sedangkan di dalam hukum pidana persoalannya adalah tentang jahat dan kurang jahat. 

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut.

Mengenai konsep hukum pidana ekonomi, beberapa pakar hukum telah mengemukakan pendapat, diantaranya adalah Andi Hamzah yang menyatakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagain dari hukum pidana, yang mempunyai corak-corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan hukum pidana yang mempunyai orientasi pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi.

Bambang Poernomo mengemukakan pengertian hukum pidana ekonomi sebagai berikut : Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran dan atau kejahatan dalam bidang ekonomi. Tujuan diadakannya hukum pidana ekonomi bukanlah hanya untuk menerapkan norma hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sebagai pencegahan atau pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan jauh untuk membangun perekonomian dan megejar kemakmuran untuk seluruh rakyat.

Menurut H.A.K Moch Anwar, hukum pidana adalah sekumpulan peraturanperaturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran aturan yang di ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam menata perekonomian ke arah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Hukum pidana ekonomi merupakan ultimum remedium atau disebut juga sebagai senjata pamungkas, serta sering juga dikemukakan oleh Muladi bahwa hukum pidana hanya bertindak sebagai tentara sewaan/merchanary, dimana pengertian ini bisa juga diartikan bahwa hukum pidana digunakan bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri tetapi adalah untuk kepentingan tujuan yang lebih jelas yaitu untuk kepentingan ekonomi.

Apabila dilihat kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum dihubungkan dengan tugas negara, maka hukum pidana ekonomi merupakan tugas negara untuk melaksanakan pengaturan atau regulator terhadap pencapaian tujuan ekonomi bagi negara. Akhir era perang dingin telah menempatkan politik didunia ke dalam satu arah yaitu timbulnya prinsip negara kesejahteraan. Negara secara hakiki dianggap bertanggungjawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didalamnnya sehingga peran negara mengarah pada penciptaan perekonomian yang mendukung timbulnya kesejahteraan.

Pidana ekonomi merupakan respon negara terhadap tanggung jawab pelaksanaan tugas negara di bidang ekonomi, maka negara berperan sebagai regulator. Dalam perannya sebagai regulator, negara melaksanakan kekuasaanya untuk mencapai situasi yang kondusif dan bukan lagi untuk mencapai kekuasaan belaka, sehingga penggunaan hukum pidana oleh apparat penegak hukum dalam melaksanakan kekuasaan negara selain bertujuan mewujudkan kepastian hukum di bidang ekonomi juga harus mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi perekonomian itu sendiri.

Pelanggaran dalam kegiatan perekonomian pada dasarnya tidak selalu merupakan tindak pidana. Perbuatan di bidang perekonomian dapat termasuk dalam bidang perdata atau di bidang administrasi. Perbuatan-perbuatan tertentu, terutama yang menyangkut perijinan, adalah termasuk dalam bidang hukum administrasi. Pelanggaran terhadap kaidahnya tentunya diancam dengan sanksi administrasi. Demikian juga dengan pelanggaran di bidang perdata, sanksi hukumnya adalah sanksi perdata. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat (evil conduct) tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana.

Apabila seseorang sekadar menulis atau menciptakan suatu virus komputer namun tidak menyebarkan virus tersebut ke dalam jaringan komputer, maka perbuatan (act atau commission) tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, bahkan perbuatan tersebut tidak pula dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Meskipun demikian, apabila virus yang ditulisnya itu kemudian disebarkannya ke dalam jaringan komputer (yang dapat merebak ke seluruh jaringan komputer di dunia), misalnya dalam rangka uji coba sekalipun, maka hanya negara-negara yang telah memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi perbuatan penyebaran virus yang dapat menindak perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Apabila suatu negara tidak atau belum memiliki undang-undang pidana khusus yang mengkriminalisasi penyebaran virus sebagai tindak pidana komputer, seperti Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) misalnya, maka untuk dapat memidana pelaku perbuatan menyebarkan virus tersebut (karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan undang-undang pidana umum, sepanjang dalam undang-undang pidana umum tersebut ditemukan pasal-pasal yang memuat unsur-unsur yang pas dengan perbuatan penyebaran virus tersebut.

Oleh karena tindak pidana adalah perilaku (commission dan omission) yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana, maka sekalipun pada umumnya tindak pidana adalah kejahatan atau perilaku jahat, tidak mustahil perilaku yang sekalipun oleh masyarakat dirasakan atau dinilai bukan merupakan suatu kejahatan atau perilaku jahat tetapi dapat pula ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang. Saat ini Pemerintah telah mengundangkan beberapa undang-undang untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Substansi dari beberapa undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pidana sehingga pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif  mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu “penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan yuridis normatif yaitu untuk menganalisa peraturan perundang-undang
 yang berkaitan dengan peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi.
Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini  bersumber dari :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum tertier yakni  yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode : Penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber

Analisis Data.
Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Uang Asing Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi Di Indonesia
Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berlandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang  dilandaskan pada kesejahteran bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat  antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak

Dalam konteks negara modern, cakupan perangkat hukum ekonomi dapat berupa di bidang hukum publik maupun di bidang hukum privat atau perpaduan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam hukum di bidang ekonomi terjadi pemublikan dan pemrivatan kegiatan perekonomian, sehingga penyimpangan dalam bidang ekonomi akan dihadapi oleh sanksi pidana dan sanksi perdata. Masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai pembatasan-pembatasan oleh peraturan yang ada, pembatasan ini dalam banyak hal diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana, khususnya jika pelanggaran itu mengakibatkan kerugian negara.

Seiring dengan kemajuan di bidang perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, dunia kejahatan juga semakin berkembang. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi sudah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan tersebut menjadi ancaman sekaligus gangguan yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional, yang sebagaimana diketahui merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan.
 Lebih lanjut, dibandingkan dengan kejahatan tradisional yang lain, khususnya kejahatan terhadap harta benda, kejahatan ekonomi mempunyai karakteristik khusus. Kejahatan ekonomi lebih banyak tergantung pada sistem ekonomi dan tingkat pembangunan suatu masyarakat.

Pembangunan di bidang ekonomi sudah lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini karena, dengan meningkatnya hasil-hasil dalam ekonomi secara nyata tentunya akan berdampak pula pada setiap kegiatan pembangunan, baik pembangunan di bidang sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955), merupakan regulasi utama yang diadakan untuk mengatur terkait kegiatan perekonomian. Aturan tersebut menjadi dasar acuan bagi aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.

Secara umum, kejahatan ekonomi dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (crime undertaken for economic motives).  Adapun tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. 

Pengundangan tindak pidana ekonomi di Indonesia,  relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangnkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sementara itu, hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, oleh sebab itu, apabila dilihat dari substansi UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dapat digolongkan kepada pengertian tindak pidana ekonomi (economic crime) dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955.7 Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara yang sehat dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain dalam bidang usaha perdagangan, industri, dan perbankan. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas inilah yang dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah economic crimes, crime as business, business crime, abuse of economic power atau economic abuses.

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan berdimensi baru yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, dan terorganisasi. Kejahatan ekonomi lazim juga disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Ciri-ciri lain dari kejahatan ini adalah dapat dilihat dari aspek mobilitasnya yang tinggi dan dilakukan tidak hanya pada satu wilayah saja, tetapi menerobos batas-batas negara.

Secara historis pengerian TPE adalah sebagaimana diatur oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang- undang Tindak Pidana Ekonomi ini adalah merupakan saduran dari Wet op de Economische Delicten Belanda tahun 1950. UU ini secara khusus mengatur bagaimana agar efektif perlindungan atas pelanggaran terhadap suatu tindakan yang disebut secara tegas dalam UU itu yakni “ketentuan dalam atau berdasarkan “gecontroleerdegoederen”, “prijsbehersing”, “penimbunan  barang-barang”, “rijsterdonnantie”, “kewajiban penggilingan padi”, “devizen”. Keenam bidang itu adalah yang dianggap sangat penting ketika itu dalam bidang perekonomian di mana semuanya saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, materi tindak pidana perekonomian atau ekonomi ini berhubungan dengan politik hukum di bidang perekonomian pada suatu saat tertentu. Melalui UU Darurat No. 7 Tahun 1955 ini maka mulailah istilah TPE masuk dalam khazanah hukum pidana dan peradilan Indonesia yang berkembang sampai sekarang.

Tindak pidana ekonomi (TPE) itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). Tindak pidana ekonomi sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international  business dan international banking. Secara internasional untuk merujuk pada Tindak pidana ekonomi kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilaah financial crimes atau business crime.

 Saat ini, tindak pidana ekonomi telah mendapatkan nama yang relatif baru, yaitu sebagai setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Dalam pengertian Tindak pidana ekonomi ini secara jelas dinyatakan konsep keuangan.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Pengkategorian kejahatan ekonomi termasuk ke dalam hukum pidana khusus, berdasarkan pada pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus” terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku secara umum disebut juga sebagai hukum pidana umum, sementara hukum pidana khusus adalah “perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga hukum pidana pemerintahan”. Andi Hamzah lebih mempersempit pengertian pidana , yaitu berkenaan dengan istilah “perundang-undangan pidana khusus bagi semua perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana, dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

Lebih lanjut, pengertian tindak pidana ekonomi dapat dibagi ke dalam arti sempit/terbatas dan arti luas. Dalam arti sempit, “tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitative dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkan pada undang-undang tindak pidana ekonomi khususnya apa  yang disebut dalam Pasal 1”. 

Adapun pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah “tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang memuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955”. Atau secara akademis dan dalam pengertian luas, kejahatan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi.

Dengan demikian, tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian yang luas ini disebut pula sebagai “kejahatan ekonomi”.

Kejahatan di bidang ekonomi dapat diartikan secara umum sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi yang mengatakan bahwa “Tindak pidana ekonomi (economic crime/financial crime) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau  kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau professional.” Kemudian sebagaimana dikutip juga oleh Muladi,  kementerian Kehakiman AS (1976) dan Edelhertz (1970) menyatakan, “Tindak pidana ekonomi merupakan suatu aktivitas kriminal tanpa menggunakan kekerasan yang terutama bersangkutan dengan gagasan tradisional yang bersifat kebohongan (deceit), tipu muslihat (deception), penyembunyian fakta (concealment),  kecurangan (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan  (subterfuge) atau penyimpangan tak sah (illegal circumvention).”

Selanjutnya, terkait unsur-unsur tindak pidana ekonomi menurut Coklin sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut :

Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi  pidana; 

Dilakukan oleh perseorang atau korporasi dalam pekerjaannya yang sah atau dalam pencarian/usahanya di bidang industeri atau perdagangan;

Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Rumusan lain terkait unsur-unsut tindak pidana ekonomi, dikemukakan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih, yaitu sebagai berikut: 

Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya  bersifat normal dan sah; 

Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual; 

Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Berpijak pada uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana. Lebih lanjut, menurut Moch. Anwar sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih mengartikan hukum pidana ekonomi adalah “sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang membuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman”.

Adapun istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi UU Darurat No 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crime dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Berkaitan dengan tindak pidana ekonomi hal yang paling mendasar adalah “pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut”.

Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e. 3 Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

Dalam perkembangannya, selain yang telah diuraikan di atas pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi, selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan dibidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan  dibidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan dibidang perikanan (illegal  fishing).

Perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dari arah politik ekonomi pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang  terjadi secara nasional, regional, dan internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan di bidang ekonomi sering berubah-ubah dan sulit untuk mengidentifikasikan peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku. Hal demikian, berimbas sulitnya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan tindak pidana ekonomi dan mana yang bukan.

Dalam undang-undang tindak pidana ekonomi terdapat perbedaan secara tegas antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidana ekonomi berupa pelanggaran. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Darurat No. 7 Tahun 1955, yang menyatakan bahwa: 

Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekadar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak-pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran. 

Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.

Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan,  apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.
Dari Pasal-Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislative yang ditempuh dalam mengklasifikasikan ruang lingkup TPE itu kejahatan atau pelanggaran menggunakan ukuran sebagai berikut: Pertama-tama diserahkan kepada undang-undang bersangkutan, artinya bahwa suatu jenis TPE merupakan kejahatan atau pelanggaran diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang tidak menentukan yang dipakai ukuran adalah unsur kesengajaan, artinya apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka merupakan kejahatan, sedangkan apabila tidak dilakukan dengan sengaja maka tindak pidana ekonomi itu merupakan pelanggaran.

Sampai sekarang tidak ada teori yang dapat menjelaskan pengertian tindak pidana ekonomi dengan memuaskan. Termasuk pula menguraikan karakteristik maupun tipe-tipe economic crime. Namun sebagai acuan Edmund Kitch telah mengemukakan ada tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu sebagai  berikut: “
Pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; 
Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya 
Tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegak hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi (economic crimes) sangat luas, meliputi berbagai tindak tindak pidana, diantaranya: penyelundupan (smuggling), tindak pidana di bidang perbankan (banking crimes), tindak pidana di bidang perniagaan (commercial crimes), cyber crimes, tindak pidana lingkungan hidup (environment crime), tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, tindak pidana korupsi, tindak  pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain.

Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai white collar crimes sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya sebagai white collar crimes. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi  memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana.

Sedangkan tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi Crime and  Justice dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi yaitu property crimes, regulatory crimes, dan tax crimes.33 Property Crimes Yaitu perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. Property crime meliputi pula objek yang dikuasai individu atau perorangan serta yang dikuasai oleh negara. Regulatory Crimes Yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan- aturan pemerintah (action that violate government regulations) yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Misalnya pelanggaran perdagangan narkotika, penyelenggaraan pelacuran, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik. Tax Crime yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak (violations of the liability  or reporting requirenments of the tax law), misalnya penyelundupan dan penggelapan  pajak oleh pengusaha atau konglomerat. 

Perdagangan dan peredaran mata uang asing ilegal (valuta asing/valas) dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi, terutama karena dampaknya yang merusak stabilitas keuangan negara dan sistem perbankan yang sah. Hal ini terkait erat dengan aktivitas terlarang seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.

Beberapa aspek utama yang menjelaskan mengapa peredaran uang asing ilegal dianggap sebagai kejahatan ekonomi adalah :

Destabilisasi Ekonomi
Transaksi valas ilegal yang tidak melalui saluran resmi (seperti bank devisa atau money changer berizin) dapat mengganggu stabilitas nilai tukar mata uang lokal. Volume besar dana yang bergerak di "pasar gelap" mempersulit bank sentral untuk mengontrol pasokan dan permintaan mata uang secara efektif.

Pencucian Uang (Money Laundering)
Peredaran uang asing sering menjadi metode utama untuk menyembunyikan asal usul dana dari kejahatan serius lainnya (narkoba, korupsi, perdagangan manusia). Dana ilegal ditukar menjadi mata uang asing dan dipindahkan melintasi perbatasan untuk mengaburkan jejaknya.

Menghindari regulasi dan pajak.
Pelaku pasar gelap valas tidak membayar pajak atas keuntungan transaksi mereka dan menghindari kepatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan yang diwajibkan oleh otoritas moneter. Ini merugikan pendapatan negara.

Risiko sistemik
Aktivitas ini melemahkan sistem keuangan formal dan perbankan yang sah, karena dana dialihkan ke saluran non-regulasi yang tidak memiliki pengawasan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT) yang memadai. 

Pengaturan hukum di Indonesia secara ketat mewajibkan penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi pembayaran di dalam negeri. Penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran yang melanggar ketentuan ini dianggap sebagai  kejahatan ekonomi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan instrumen hukum utama yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang secara eksplisit menyatakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di NKRI. Kemudian Pasal 16 menetapkan Bank Indonesia (BI) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksana untuk mengatur kewajiban ini, termasuk PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini merinci jenis transaksi yang wajib menggunakan Rupiah dan pengecualiannya. 
Penggunaan mata uang asing tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi pada jenis transaksi tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang dan peraturan BI, seperti transaksi tertentu dalam valuta asing, misalnya pembiayaan internasional, transaksi perdagangan luar negeri (ekspor-impor), simpanan di bank dalam bentuk rekening valuta asing, transaksi yang dilakukan di zona perdagangan bebas (misalnya Batam, Bintan, dan Karimun). 
Peredaran uang asing untuk tujuan pembayaran di dalam negeri di luar pengecualian yang diatur merupakan pelanggaran hukum. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah NKRI dapat dikenakan sanksi pidana sebagimana diatur dalam  Pasal 33 UU Mata Uang yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Meskipun sanksinya berupa kurungan dan denda, tindakan yang mengancam stabilitas nilai tukar Rupiah dan kedaulatan ekonomi nasional digolongkan sebagai kejahatan ekonomi yang dapat membahayakan kepentingan publik. Dengan demikian Indonesia melindungi kedaulatan mata uangnya dengan mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi domestik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas, baik sanksi administratif maupun pidana. 
Seiring dengan adanya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas dan perekonomian antar negara menjadi semakin saling terintegrasi dan terkait. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perekonomian negara itu sendiri, tetapi juga akan selalu terkait dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan Internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka didunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Inilah yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) mata uang asing di pasar valas.

Mata uang  asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.

 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Asing Secara Ilegal Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi

Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memiliki dasar-dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, membentuk landasan bagi perekonomian yang sesuai dengan konteks lingkungan dan zaman. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada panduan agama, yang mencakup nilai-nilai ekonomi yang diatur oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Dalam konsep ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai anugerah atau titipan dari Tuhan kepada manusia. Manusia diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien dan optimal dalam proses produksi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan ini tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain dalam masyarakat. Prinsip kepemilikan pribadi diakui dalam ekonomi Islam, tetapi dengan batasan tertentu. Kepemilikan termasuk alat produksi dan faktor produksi diizinkan dalam kerangka yang diatur sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kepemilikan dan penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepentingan bersama.

Pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum positif, dan tindakan tersebut dipandang sebagai kejahatan ekonomi (jarimah iqtishadiyah) dalam hukum Islam yang sanksinya termasuk dalam kategori  ta’zir. 

Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang spesifik yang mengatur peredaran uang asing secara ilegal dalam konteks pemalsuan mata uang, kegiatan ini umumnya terkait dengan tindak pidana lain seperti: 

Usaha Penukaran Valuta Asing Ilegal (Money Changer Ilegal): Pihak yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Dana hasil dari peredaran uang asing secara ilegal dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana. Pelaku TPPU dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Pemalsuan Uang: Jika uang asing yang diedarkan adalah palsu, pelaku akan dijerat dengan pasal pemalsuan mata uang, yang ancaman pidananya bisa mencapai 15 tahun penjara sesuai KUHP lama atau 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar sesuai UU Mata Uang. 

Dalam hukum Islam, peredaran uang asing secara ilegal, terutama jika bersifat spekulatif (maysir), tanpa tujuan transaksi sektor riil yang sah, atau merugikan stabilitas ekonomi umat, dipandang sebagai tindakan yang dilarang (haram).  Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang mengganggu kemaslahatan publik (mafsadah ammah) dan stabilitas ekonomi negara.

Peredaran uang ilegal (yang bukan pemalsuan langsung) tidak termasuk dalam tindak pidana hudud (sanksi yang ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis), maka sanksinya diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau hakim (ulil amri). Sanksi ta’zir bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah kerugian lebih lanjut, dan melindungi tatanan ekonomi. Bentuk sanksi ini dapat berupa:

Hukuman penjara.

Denda (sanksi finansial).

Penyitaan harta hasil kejahatan.

Bentuk hukuman lain yang dianggap setimpal dan edukatif, sesuai dengan putusan hakim yang berwenang. 

Dalam hukum Islam (Fiqh Jinayah), peredaran uang asing secara ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana ta’zir. Tidak ada sanksi yang ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk kasus ini, sehingga jenis dan berat hukuman diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim atau pemerintah yang berwenang untuk memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan umat (publik). 

Peredaran  uang asing secara ilegal dalam perspektif fiqh jinayah adalah tindak pidana ta’zir. Tindakan peredaran uang asing ilegal dianggap melanggar aturan negara yang sah (pemerintah yang berdaulat) dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, spekulasi (mengandung unsur maisir), serta ketidakstabilan pasar valuta asing, yang secara umum dilarang dalam prinsip muamalah (transaksi) Islam. Oleh karena itu, sanksinya ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim.

Ta’zir adalah bagian dari ‘uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk ‘uqubat dalam hukum pidana Islam: 

Jarimah hudud

Jarimah diyat atau qisas, 

Jarimah ta’zir. 

Ta’zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta’zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: “ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.

Ta’zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta’zir. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari’ sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari’, baik itu dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari’.

Dalam hukum pidana Islam, Ta’zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukuman Ta’zir ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ta’zir memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman Ta’zir dapat berupa hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, tasyhīr, dan denda. 

Secara etimologis ta‘zīr berarti menolak dan mencegah. Ta‘zīr secara bahasa adalah al-man’u yang bermakna melarang atau mencegah. Ta‘zīr juga bermakna al-naṣrah (pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna ta‘zīr adalah al-ta’dīb yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman ta‘zīr di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Definisi takzir menurut syara’ adalah hukuman yang dijatuhkan pemerintah(imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum di tentukan di dalam agama, atau telah di tetapakan sanksinya, tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut seperti kasus pencurian yang tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, pidana yang tidak dapat dijatuhkan hukuman kisas , lesbian, menuduh seseorang selain dalam kasus zina. 

Para ulama membagi Ta’zir menjadi dua bentuk:
At-Takzir 'ala al-Ma'asi. Maksiat berarti melakukan suatu perbuatan yang  dilarang oleh Syariah dan tidak melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh Syariah. Perbuatan asusila ini tidak hanya menyangkut hak ketuhanan namun juga hak individu. Misalnya, “syara” yang menyatakan bahwa shalat itu wajib, Oleh karena itu jika ada yang tidak meninggalkan shalat, maka pelanggarnya akan dihukum ta’zir. Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya.
At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah takzir.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian bentuk masdarnya adalah “jaramatan” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif.  Jarimah dalam Hukum Pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir. Menurut pakar hukum Pidana Islam, ditinjau dari jenis-jenis jarimah (tindak pidana-pelanggaran) dan hukumannya, dikenal tiga bentuk jarimah, yaitu ḥudūd (terkadang disebut jarimah ḥudūd), qiṣāṣ dan ta‘zīr . Kejahatan ḥudūd dipandang sebagai kejahatan yang paling serius dan berat dalam sistem hukum pidana Islam. Begitu seriusnya masalah ḥudūd ini, jenis dan jumlah hukumannya langsung ditentukan oleh Allah Swt sebagaimana terdapat di dalam Alquran. Oleh sebab itu ḥudūd sering disebut sebagai ḥaq Allah (hak Allah).

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

Unsur formil (rukun syar’i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

Ta’zir dalam hukum pidana Islam aspek non material, mengacu pada sanksi dan hukuman yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam sumber hukum Islam. Sanksi Ta’zir dapat diberikan jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, namun tidak ada hukuman yang spesifik yang diatur dalam syariat Islam. Pembuktian Ta’zir memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Abdul Qadir Audah, pakar hukum pidana Islam, mengemukakan bahwa sanksi Ta’zir non material dapat berupa hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera, atau hukuman penjara. Dengan demikian, Ta’zir dari aspek non material memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat Hukuman Ta’zir dalam aspek non material dalam hukum pidana Islam mencakup sanksi yang tidak hanya bersifat fisik atau materiil, tetapi juga bersifat non fisik atau immateriil.

Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan ‘uqubat ta’zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta’zirdapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

Ta’zir yang menyinggung hak Allah.

Ta’zir yang menyingung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang dikenakan ‘uqubat ta’zir, maka ta’zir tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.

Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Ta’zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta’zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

Ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

Ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

Ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara’.

Berdasarkan uraian di atas, maka ta’zir dapat diterapkan sebagai sanksi untuk peredaran uang asing ilegal dalam hukum Islam. Hal ini karena peredaran uang asing ilegal dianggap sebagai tindak pidana yang membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat dan negara, tetapi jenis hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis (bukan hadd atau qishash), sehingga sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang (ulil amri).

Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (preventif dan edukatif) kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, serta untuk menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan umat (mashlahah mursalah). Bentuk hukumannya tidak mengikat dan dapat berupa peringatan, teguran, denda (sanksi uang diperbolehkan dalam pandangan beberapa ulama), penyitaan harta, penjara, atau bentuk hukuman lain yang dianggap efektif oleh hakim, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan kondisi pelaku.

Peredaran uang asing ilegal sering kali melibatkan unsur-unsur spekulasi berlebihan (maisir), ketidakpastian (gharar), atau bahkan riba jika dilakukan di luar prinsip syariah, yang secara umum dilarang dalam transaksi keuangan Islam. Selain itu, tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan negara yang sah, seperti Undang-Undang tentang Mata Uang di Indonesia, yang dibuat demi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, otoritas syariah atau pengadilan Islam dapat menjatuhkan sanksi ta'zir, yang bentuk dan besarannya disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan dan tujuan untuk menghentikan praktik ilegal tersebut.

Hukuman ta’zir bertujuan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar pada sistem ekonomi masyarakat dan negara, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi dapat berupa hukuman fisik (seperti cambuk, meskipun jarang diterapkan di negara modern), denda, penyitaan harta hasil kejahatan, atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat kerugian dan niat pelaku

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum Islam memberikan kewenangan penuh kepada pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal (ta’zir) guna menjaga ketertiban ekonomi dan mencegah kerugian publik akibat aktivitas peredaran uang asing ilegal. Baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memandang serius peredaran uang asing secara ilegal dan menetapkan sanksi yang tegas untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kerugian ekonomi. 

Tindak Pidana Peredaran Uang Asing Secara Ilegal Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi Dalam Persfektif Hukum Islam
Islam sebagai agama yang rahmat li al-‘âlamîn tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah ‘ubudiyah, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah muamalah. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah swt yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Kitab fikih yang membicarakan bab transaksi mata uang dikenal dengan al-sharf, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan al-sharf dalam Bidayatul Mujtahid Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang (al-Sharf) dalam kitab-kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fikih apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang (al-Sharf), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolerir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran (money demand for transaction) bukan spekulasi.

Pembahasan tentang transaksi mata uang (al-sharf) dalam kitab fikih sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fikih sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah.

Saat ini terdapat berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang. Dalam kaitan ini, bagaimana fikih muamalah menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih klasik masih terlalu global. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang, yang status hukumnya masih dalam keraguan dari segi hukum Islam. Mungkin perdagangan ini tidak akan menjadi persoalan, apabila dalam prakteknya terkandung itikad baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

Mata uang asing dalam beberapa kamus bahasa arab transaksi mata uang asing diistilahkan dengan kata al-sharf yang berarti jual beli mata uang asing atau dalam istilah bahasa inggris adalah money changer. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange (forex). Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sharf mempunyai arti al-ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Al-sharf kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata sharafa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa ba'i sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Adapun menurut istilah yang didapat dari beberapa referensi, pengertian al-shorf adalah sebagai berikut: 

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, al-sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata  uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. 

Menurut istilah Syara’, al-sharf adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.

Al-sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Menurut Heri Sudarsono, al -Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia mengartikan al-sharf sebagai jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip al-sharf yang dibenarkan secara Syariah.

Ulamâ’ fikih mendefinisikan sharf dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Al sharf juga berarti menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak (atau sebaliknya). Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa al-sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

Peredaran uang asing secara ilegal atau tidak sah di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan ekonomi, terutama bila melibatkan pelanggaran terhadap kedaulatan mata uang Rupiah dan sistem keuangan nasional. Peredaran uang asing secara ilegal, seperti melalui aktivitas penukaran uang (money changer) tidak berizin, merupakan bentuk  kejahatan ekonomi yang dapat merusak stabilitas keuangan dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Syari’at Islam telah menyajikan sistim yang istimewa beserta dasar-dasarnya yang mulia beserta kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan pemikiran ekonomi yang jelas. Pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan diantara manusia, memperingatkan untuk tidak jatuh kepada kezaliman dan kejahatan bahkan Islam telah meletakkan perangkat hukum untuk penjegahan kejahatan baik secara individu maupun yang terorganisir. Selain melakukan pencegahan Islam juga telah memberikan solusinya.

Kejahatan Ekonomi dalam Pandangan Islam adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan-Nya dalam hak milik, investasi dan eksploitasi sumber-sumber perekonomian.
 Setiap perbuatan yang bertentangan dan perintah Allah yang terkait dengan harta dan sumber-sumber ekonomi dalam bidang apapun, investasi, produksi, konsumsi dianggap sebagai prilaku criminal yang tidak diinginkan oleh syara’ dan hukum dan pelakunya merugi di dunia dan akhirat.

Kejahatan ekonomi berbeda dengan kejahatan biasa kerena ia terlepas dan lolos dari hukum dan kadang-kadang terlihat samar. Pelakunya telah mengatur perbuatan jahatnya dengan sangat rapi oleh karena itu sulit dibuktikan oleh penyidik dan investigator. Kejatahatan ini mempunyai beberapa karakteristik dan sifat-sifat:

Perencanaan yang mapan, sebuah kejahatan pastilah dilakukan oleh pelakunya dengan perencanaan yang sudah diatur sedemikian rupa dengan penuh kecerdasan kecerdikan sebagai jaminan dari keberhasilan tindak kejahatannya. Sebuah perencanaan yang jauh dari pengawasan badan hukum.

Kompleksitas, para pelaku kejahatan eknomi mempunyai cara yang sangat rumit yang bertujuan menyembunyikan bekas dari kejahatannya sehingga sukar untuk ditelusuri kembali agar tidak bisa dibawa ke pengadilan. Rahasia, kerahasiaan merupakan ciri utama pelaku kejahatan ekonomi yang jauh dari pengawasan badan hukum khusus.

Keuntungan finasial adalah tujuan dasar dari pelaku kejahatan adalah mewujudkan keuntungan materi tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatannya. 

Penyebab dan motivasi tindakan kriminal adalah elemen masyarakat berbeda satu sama lainnya, ada perbedaan yang tersendiri, ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh ada pula yang lemah dan malas dan tidak bekerja sama sekali. Ada juga anggota masyarakat yang tidak lagi mempedulikan apa yang diusahakannya yang terjerumuskan kepada usaha yang haram. Hal ini diakibatkan oleh keserakahan, perampasan hak, kemiskinan, yang menjadi penyebab dari berbagai macam kejatahan ekonomi. Walaupun kejatahan ekonomi memiliki motif yang beragam akan tetapi secara garis besar bisa ditetapkan sebagai berikut:

Motif Sosial;

Lemahnya kesadaran beragama: akidah Islam terkait dengan kehidupan pribadi muslim secara kejiwaan yang berpengaruh kepada akhlak pemeluknya. Ia dipengaruhi oleh kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaaan, latar belakang pendidikan. Kejahatan yang seperti ini jarang terjadi apabila ia terjadi maka akan segera dapat dihilangkan pengaruh buruk yang diberikannya bergantung kepada kekuatan umat yang berpegan kepada akidah Islam. Adapun peradaban modern yang hanya berpegang kepada akal fikiran semata telah kehilangang jiwa dan ruh. Kegelisahan jiwa yang melanda pada abad modern ini telah mendorong untuk terjadinya penyimpangan prilaku yang mengarah kepada kejahatan sebagai kompensasi dari kekurangan yang ada pada jiwa-jiwa yang lemah.

Kemiskinan, dan Kepapaan

Kesulitan paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah kemiskinan akibat kemerosotan yang sangat tajam dalam pendapatan perkapita negara-negara tersebut. Hutang, krisis ekonomi. Faktor ini telah menyebabkan terbukanya peulang untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi.

Penyebab Ekonomi :

Meningkatnya biaya hidup juga sebagai penyebab meningkatnya kejahatan di berbagai negeri yang tidak diimbangi oleh meningkatnya pemasukan perkapita. Terjadilah penggelapan pajak, suap, korupsi sebagai hasil dari kekacauan manajemen dan sosial kemasyarakatan.

Monopoli merupakan bagian dari pemicu timbulnya kejahatan. Monopoli berasal dari sifat egois, dominasi, yang sering ditemukan dalam sistim perekonomian yang berlaku di Timur dan di Barat. Monopoli sama-sama didapatkan dalam sistim kapitalis dan sosialis yang merupakan sebuah kejahatan dan dosa dalam kacamata fiqh Islam.

Kebijakan moneter dan keuangan yang tidak adil, juga menyebabkan pertambahan angka tindak kriminal dalam bidang ekonomi khususnya. Penyetakan uang secara terus menerus dan hilangnya kendali terhadap penyetakan uang fiat tanpa ada jaminan dari bank akan mempercepat laju inflasi. Hal ini akan membuat harga kebutuhan pokok meingkat, barang dan jasa, berkurangnya pemasukan real yang sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi kebutuhan pokok keluarga. Peningkatan pajak, cukai dapat menjadi penyebat penggelapan pajak, penyeludupan barang.

Peredaran uang asing dalam perspektif Islam secara legal untuk kebutuhan transaksi riil adalah  diperbolehkan (mubah), namun peredaran yang dilakukan secara ilegal, mengandung unsur spekulasi (maisir), ketidakjelasan (gharar), atau merugikan stabilitas ekonomi negara dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. 
Prinsip dasar dalam transaksi mata uang (disebut al-sharf dalam fikih muamalah) adalah kebolehan dengan syarat-syarat tertentu: 
Kebutuhan Transaksi Riil: Jual beli valuta asing diperbolehkan jika ditujukan untuk kebutuhan transaksi sektor riil, seperti pembayaran barang impor, biaya perjalanan (wisata), atau keperluan medis di luar negeri.
Tunai (Spot Transaction): Transaksi harus dilakukan secara tunai (langsung serah terima di tempat atau pada saat itu juga, spot transaction), tidak boleh ditunda atau secara kredit, untuk menghindari riba dan spekulasi.
Tidak Ada Unsur Riba, Gharar, dan Maisir: Transaksi harus transparan dan bebas dari unsur bunga (riba), ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi/perjudian (maisir). 

Peredaran uang asing yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, terutama yang melanggar hukum dan stabilitas ekonomi, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam: 
Merugikan Kemaslahatan Umum (Maqasid Syariah).
Kejahatan ekonomi dalam Islam adalah segala tindakan yang menghambat kemajuan masyarakat atau merugikan harta orang lain secara tidak adil. Peredaran uang asing ilegal yang mengganggu stabilitas mata uang domestik dapat menyebabkan inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan kerugian bagi masyarakat luas.

Spekulasi Berbahaya
Jika peredaran uang asing dilakukan dengan motif spekulasi murni (mencari keuntungan dari fluktuasi kurs tanpa underlying transaction yang jelas), hal ini jatuh ke dalam kategori maisir (spekulasi/judi) yang diharamkan.

Melanggar Aturan Pemerintah (Ulil Amri): 

Dalam konteks negara modern, terdapat aturan yang mewajibkan penggunaan mata uang domestik untuk transaksi di dalam negeri, seperti Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia. Melanggar aturan yang dibuat untuk kemaslahatan publik ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kepatuhan kepada pemerintah yang sah (ulil amri), kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariah (lil hajah). 

Secara ringkas, peredaran uang asing menjadi kejahatan ekonomi dalam Islam ketika dilakukan di luar koridor syariah dan hukum yang berlaku, terutama jika motifnya adalah spekulasi yang merusak tatanan ekonomi dan kemaslahatan umat. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas untuk diperdagangkan demi spekulasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia  diatur dalam kerangka hukum yang menetapkan  Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Penggunaan dan peredaran uang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan, terutama jika dilakukan tanpa izin atau melalui saluran ilegal, dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. 
Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi akan dikenakan sanksi pidana berat, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Mata Uang (UU No. 7 Tahun 2011). Sanksi dapat berupa pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp50 miliar, tergantung pada tingkat kesengajaan dan perbuatan pelaku (memalsukan, mengedarkan, atau membawa masuk/keluar wilayah Indonesia)

Tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam (fikih muamalah dan fikih jinayah), tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal (tanpa izin resmi atau melanggar aturan negara) dikategorikan sebagai  perbuatan haram dan termasuk dalam kejahatan ekonomi (jarimah iqtishadiyah). Kejahatan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah (Ulil Amri) untuk menentukan hukuman yang setimpal demi menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusakan.
Saran
Bank Indonesia dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan inspeksi rutin terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Agar berhati-hati terhadap penawaran penukaran uang asing dengan kurs yang tidak wajar atau di lokasi yang mencurigakan, terutama pada malam hari atau tempat yang tersembunyi.
Jika menemukan atau mencurigai adanya aktivitas peredaran uang asing ilegal, maka segera laporkan ke pihak kepolisian atau kantor Bank Indonesia terdekat untuk ditindaklanjut
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